LAMPIRAN
1. Bentuk penolakan HTI dalam Media Massa
a. Negara Kalah Menghadapi Freeport !!!

[Al Islam 576] Upaya Pemerintah Indonesia untuk mengubah
isi kontrak karya dengan dua perusahaan tambang raksasa, PT
Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Newmont Nusa Tenggara,
hampir menemui jalan buntu. Kedua perusahaan raksasa asal
Amerika Serikat itu menolak mentah-mentah empat poin
klausul yang dianggap merugikan pemerintah Indonesia terkait
luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara
atau royalti, dan kewajiban pengolahan dan pemurnian
(Indopos, 6 Oktober 2011).

Pemerintah ingin menaikkan royalti agar sesuai ketentuan PP
No 45/2003, yaitu royalti emas 3,75 persen, tembaga 4 persen,
dan perak 3,25 persen. Saat ini, royalti yang diterima negara
dari PTFI untuk emas 1 %, untuk tembaga 1,5% (jika harga
kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% (jika harga US$
1.1/pound) dan untuk perak 1,25 %.

Selama ini negara mendapat bagian yang sangat Kkecil
dibandingkan dengan yang diperoleh PT Freeport. Tercatat,
dari tahun 2005 - September 2010, total penjualan PTFI sebesar
US$ 28.816 juta atau Rp 259,34 triliun; laba kotornya US$
16.607 juta atau Rp 150,033 triliun. Bandingkan dengan royalti
yang dibayarkan kepada Indonesia hanya sebesar US$ 732 juta
atau Rp 6,588 triliun.

Jika dihitung dari tahun 1992 (setelah KK II) kontribusi PTFI
mencapai US$ 10,4 milyar (royalti sebesar US$ 1,1 milyar dan
dividen sebesar US$ 1 milyar). Artinya, total dividen dan royalti
mencapai sekitar Rp 18 triliun (selama 18 tahun). Dari Laporan
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Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009, pemerintah -sebagai
pemegang 9,36 % saham PTFI- mendapat deviden dari PTFI
sebesar Rp 2 triliun. Itu artinya pada tahun 2009 itu Freeport
McMoran sebagai pemegang 90,64% saham PTFI mendapat
deviden sekitar Rp 20 Triliun. Sementara, potensi yang masih
ada di tambang Freeport sendiri masih lebih dari Rp 600 triliun.

Uang ratusan trilyun itu, seandainya dikembalikan kepada
rakyat sebagai pemiliknya yang sejati dan dikelola negara
dengan baik, tentu akan bisa menyelesaikan banyak persoalan
rakyat. Dengan uang itu berapa juta anak putus sekolah bisa
sekolah kembali? Berapa juta rakyat kelaparan bisa mendapat
makanan yang layak? Berapa juta rakyat yang tidak bisa berobat
karena biaya yang mahal akan bisa mendapat pelayanan
kesehatan yang baik?

Namun, potensi itu hilang begitu saja karena diserahkan kepada
asing. Sangat tepat pernyataan yang mengatakan kekayaan alam
kita sebenarnya lebih dari cukup untuk menyejahterakan rakyat,
tapi negara yang salah urus telah membuat rakyat kita miskin.
Kekayaan alam kita sebenarnya cukup untuk rakyat, tapi tidak
akan pernah cukup bagi penguasa dan pengusaha yang rakus
dan tamak!

Akar Masalah Kasus Freeport

Jika diperhatikan, masalah Freeport ini disebabkan oleh 3 hal
yang saling terkait yaitu kontrak karya (KK) yang bermasalah,
tekanan asing serta kebijakan ekonomi kapitalisme neoliberal.

Kontrak Karya | (KK 1) maupun KK I1 isinya sangat merugikan
Indonesia. KK | ditandatangani Soeharto sebagai Ketua
Presidum Kabinet pada tanggal 7 April 1967 dan berlaku untuk
Kuasa Pertambangan (KP) selama 30 tahun. Freeport
mendapatkan berbagai keistimewaan sebagai perusahaan asing
yang beroperasi di Indonesia tetapi tidak terdaftar di Indonesia
dan tidak tunduk dengan hukum Indonesia, mendapatkan tax
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holiday setelah tiga tahun berproduksi dan tanpa royalti sampai
tahun 1984 serta keistimewaan lainnya. Belum lagi selesai masa
kontraknya, pada Desember 1991 dibuat KKI Il yang memberi
hak kepada PTFI selama 30 tahun sampai tahun 2021 dan bisa
diperpanjang 2 kali 10 tahun atau sampai tahun 2041.

Keistimewaan luar biasa yang diberikan kepada Freeport ini,
tentu saja tidak bisa dilepaskan dari tekanan Amerika. Tekanan
asing dilakukan oleh pemerintah AS ketika itu karena “berjasa
besar” membantu pemerintah Soeharto dalam penumpasan
G30S/PKI. Utang budi inilah yang digunakan sebagai “senjata”
Freeport dan pemerintah AS untuk menekan Indonesia
sehingga menerima begitu saja permohonan KP yang sangat
merugikan itu.

Semua ini menjadi legal dengan kebijakan ekonomi negara
yang neo liberal yang disahkan dengan undang-undang neo
liberal. Berdasarkan doktrin kapitalisme, pemerintah tidak
boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi dan harus
diserahkan kepada swasta. Akibatnya, pengelolaan kekayaan
alam termasuk barang tambang diserahkan kepada swasta
terutama asing melalui Kontrak Karya (seperti pengelolaan
tambang tembaga, emas dan perak di Papua Barat kepada PTFI)
atau melalui Production Sharing Contract.

Akibat dari semua itu, sebagian besar kekayaan alam yang
merupakan milik rakyat dikuasai dan dinikmati swasta terutama
asing. Lebih ironis lagi, rakyat nyaris tidak mendapat apa-apa
dari hasil kekayaan alam milik mereka itu. Rakyat -khususnya
yang ada di sekitar areal tambang- justru menderita banyak
kerugian karena lingkungan alam yang rusak, pencemaran,
limbah dan tailing, rusaknya sumber penghasilan mereka dan
penyakit sosial lainnya.

Bukan Negoisasi Tapi Mengambil Alih Secara Total !
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Semua itu tidak akan terjadi jika syariah Islam diterapkan secara
total. Menurut ketentuan syariah Islam, barang tambang yang
depositnya sangat besar dan melimpah ditetapkan menjadi
milik umum dan tidak boleh dikuasai oleh atau dikuasakan
kepada swasta apalagi asing.

Ibn al-Mutawakkil menuturkan dari Abyadh bin Hamal al-
Muzni bahwa:
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la datang kepada Rasulullah saw meminta (tambang) garam -
Ibn al-Muawakkil berkata “yang di Ma’rib”-, maka beliau pun
memberikannya. Setelah ia pergi, seorang laki-laki dari majlis
itu berkata (kepada Nabi saw): “apakah Engkau tahu apa yang
engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah
memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir”. Lalu ia (Ibn
al-Mutawakkil) berkata: Kemudian Rasulullah saw pun
manarik kembali tambang itu darinya” (HR Abu Dawud dan
at-Tirmidzi).

Hadits itu juga menunjukkan bahwa tambang seperti itu tidak
boleh diberikan atau dikuasakan kepada individu (swasta).
Sebab (‘illat) keharaman itu adalah karena depositnya yang
sangat besar (laksana air yang terus mengalir). Maka tambang
apapun yang disitu ada ‘illat tersebut maka haram dimiliki oleh
atau dikuasakan kepada individu (swasta). Karena itu semua
tambang (bukan hanya tambang garam) yang depositnya sangat
besar, haram dimiliki oleh atau dikuasakan kepada individu
(swasta).

Pengelolaan harta milik umum tersebut sepenuhnya dilakukan

oleh negara (pemerintah) mewakili umat. Seluruh hasilnya

harus dikembalikan kepada rakyat untuk kemaslahatan seluruh

rakyat. Jika memang proses produksinya membutuhkan
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bantuan pihak swasta dalam proses eksplorasinya maka posisi
mereka hanyalah sebatas pekerja (ajir), pihak yang
diperkerjakan dengan bayaran tertentu. Pemerintah tidak boleh
melakukan perjanjian dengan pihak swasta dalam pembagian
kepemilikan saham antara pihak pemerintah dengan pihak
kontraktor.

Negara juga wajib melindungi kepemilikan umum tetap
menjadi milik umum. Negara juga harus mencegah individu
atau swasta menguasai atau memiliki aset-aset yang termasuk
harta milik umum. Jika ada individu atau swasta yang sudah
terlanjur menguasainya seperti dalam kasus Freepoort saat ini,
maka yang harus dilakukan oleh Negara bukan negosiasi untuk
menaikkan royalti atau kepemilikan saham tetapi negara harus
mengambil alihnya secara total.

Pabrik dan instalasi yang sudah dibangun boleh diambil oleh
perusahaan swasta itu atau negara boleh membelinya dengan
harga yang sepadan. Tetapi tentu saja setelah diperhitungkan
dengan hasil yang selama ini telah mereka keruk dari harta
milik umum itu. Hal ini berdasarkan hadist Rosulullah SAW.
Rafi’ bin Khudaij menuturkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

uﬁJ)«m‘ﬁvu«—-@ﬂuﬂﬂwﬂﬂ*-\‘weﬁuﬁﬂuﬁ&uu‘»
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Siapa saja yang menanam di tanah suatu kaum tanpa izin
mereka, maka dia tidak berhak atas tanaman itu sedikitpun,
namun dia berhak atas biaya yang dikeluarkannya (HR Abu
Dawud, dan al-Tirmidzi) dan dalam riwayat Ahmad dan Ibn
Majah : “dan biayanya dikembalikan kepadanya”

Dengan demikian, secara syar’i yang harus dilakukan oleh

negara bukan menegosiasikan penambahan royalti atau

kepemilikan saham. Apalagi dalam kasus Freeport ini

potensinya masih tersisa lebih dari Rp 600 triliun. Secara syar’i

yang wajib dilakukan negara adalah mengambil alih
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pengelolaan semua harta milik umum termasuk tambang,
minyak, gas, dsh. Selanjutnya, negara mengelola semua harta
milik umum itu dengan baik dan seluruh hasilnya dikembalikan
kepada seluruh rakyat diantaranya untuk membiayai berbagai
pelayanan dan kepentingan rakyat.

Wahai Kaum Muslim

Pengelolaan kekayaan alam yang merupakan milik rakyat
dengan model kapitalis hanya akan mendatangkan
kesengsaraan bagi rakyat. Kekayaan alam yang telah ditetapkan
oleh Allah sebagai harta milik umum, akan mendatangkan
kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat, jika dikelola
sesuai syariah Islam. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali jika
umat Islam menerapkan syairah Islam secara total dalam
bingkai Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Khilafah
akan menghentikan perampokan kekayaan alam kita oleh
negara kapitalisme sekarang ini dan mengurus kekayaan alam
dengan baik untuk kepentingan rakyat. Sekaranglah saatnya
kaum muslim mewujudkannya. WalLah a’lam bi ash-shawab.

Komentar al-Islam

DPR akhirnya menyetujui lahirnya UU Intelijen Negara.
Sembilan fraksi di DPR sepakat dengan adanya UU yang
mejadi payung hukum bagi intelijen itu.(Detik.com, 11/9)

1. Pengesahan UU Intelijen itu menunjukkan pemerintah
dan DPR tidak mendengar aspirasi rakyat yang
menolak RUU ini.

2. UU ini akan menjadi legitimasi penguasa untu kembali

bersikap reresif atas nama keamanan dan ketahanan
negara
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3. Ketidakjelasan pengertian ancaman dan ketahanan
negara akan menjadi pasal karet sebagai alat politik
penguasa dan membungkam aspirasi rayat

Penguasa dengan penafsiran berdasarkan kapitalis dan
kepentingan asing sangat mungkin melakukan kriminalisasi
perjuangan syariah karena dianggap mengancam penjajahan
kapitalisme di Indonesia.

b. UU Minerba dan UU BHP: ‘Kado Pahit’ Untuk
Rakyat

[Al-Islam 435] Lagi, DPR—yang katanya wakil rakyat—
menunjukkan ‘wajah asli’-nya: mengkhianati rakyat! Di akhir
tahun ini, DPR ‘menghadiahi’ rakyat dengan dua ‘kado pahit’.
Pertama: UU Minerba (Undang-undang Mineral dan Batubara)
yang disahkan pada 16 Desember 2008 (Detikfinance.com,
16/12/08). Kedua, UU BHP (Undang-undang Badan Hukum
Pendidikan) yang disahkan pada 17 Desember 2008 (Pikiran
Rakyat, 17/12/08). Artinya, pengesahan kedua UU ini hanya
berselang sehari.

Pengesahan kedua UU ini menjadi bukti pengkhianatan DPR—
juga Pemerintah—terhadap rakyat yang diwakilinya untuk
kesekian kalinya. Sebab, kedua UU ini lagi-lagi berpotensi
mencampakkan kepentingan rakyat.

UU Minerba—yang akan menggantikan UU No. 11 Tahun
1967 Tentang  Pokok-pokok  Pertambangan—semakin
menyempurnakan lepasnya peran Pemerintah dari segala hal
yang menyangkut pengelolaan sumberdaya alam milik rakyat
dan  menyerahkannya kepada para pemilik modal
(swasta/asing). UU ini sekadar melengkapi UU sejenis yang
sudah disahkan sebelumnya, yaitu: UU Migas, UU SDA dan
UU Penanaman Modal. Semua UU ini pada hakikatnya
bertujuan satu: memberikan peluang seluas-luasnya kepada
pihak swasta, terutama pihak asing—Kkarena asinglah yang
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selama ini memiliki modal paling kuat—untuk mengeruk
kekayaan alam negeri ini sebebas-bebasnya. Padahal sebelum
disahkannya UU Minerba ini saja, hingga saat ini kekayaan
tambang dalam negeri, 90 persennya sudah dikuasai asing.
(Sinarharapan.co.id, 13/6/08).

Adapun UU BHP semakin menyempurnakan lepasnya
tanggung jawab Pemerintah dalam pengurusan pendidikan
warga negaranya. UU ini melengkapi UU Sisdiknas yang juga
sudah disahkan sebelumnya. Kedua UU ini pada hakikatnya
juga satu tujuan: melepaskan tanggung jawab Pemerintah, baik
secara langsung  maupun tidak langsung, dalam
penyelenggaraan pendidikan warga negaranya, sekaligus
membebankan sebagian atau keseluruhannya kepada
masyarakat. Padahal pendidikan jelas merupakan hak rakyat
yang wajib dipenuhi Pemerintah secara cuma-cuma.

Liberalisasi di Balik UU Minerba dan UU BHP

1. UU Minerba.

Mengapa Indonesia memerlukan UU Minerba? “Demi
menjamin kepastian hukum bagi kalangan investor.” Lagi-lagi
begitulah alasan ‘logis’ Pemerintah. Alasan yang sama juga
pernah dilontarkan Pemerintah saat UU Migas, UU SDA
maupun UU Penanaman Modal disahkan. Hanya demi
kepastian hukum bagi kalangan pengusaha, Pemerintah tega
mengabaikan kepentingan rakyat. Dalam UU Minerba,
misalnya, jelas-jelas sejumlah kontrak di bidang pertambangan
yang selama ini amat merugikan rakyat—yang telah berjalan
lebih dari 40 tahun sejak Orde Baru—tidak akan diotak-atik.
Padahal sebagian besar dari kontrak-kontrak itu baru akan
berakhir tahun 2021 dan 2041. Memang, dengan berpegang
pada pasal 169b UU Minerba ini, Pemerintah bisa mendesak
dilakukannya penyesuaian pada kontrak-kontrak yang ada
sekarang ini. Namun, UU Minerba ini tetap mengakomodasi
pasal 169a yang melindungi keberadaan kontrak-kontrak lama
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itu. Itulah yang menjadi alasan mengapa Pemerintah tidak akan
’semena-mena’ mencabut kontrak pertambangan yang sudah
ada. “Tujuh fraksi di DPR kan juga sudah mengatakan kontrak
yang sudah ada perlu dipertahankan siapapun menteri dan
presidennya. Itu adalah kontrak negara dengan mereka. Jadi itu
yang harus dihormati,” ujar Menteri ESDM Purnomo
Yusgiantoro (Kontan.co.id, 18/12/08).

Di sisi lain, hingga 2006 saja, Pemerintah telah menerbitkan
sedikitnya 2.559 ijin pertambangan dan batubara. Itu belum
termasuk ijin tambang galian C, ijin tambang migas dan Kuasa
Pertambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah pada masa
otonomi daerah. Di Kalimantan Selatan saja, lebih dari 400 ijin
tambang dikeluarkan. Di Kalimantan Timur ada 509 ijin. Di
Sulawesi Tenggara ada 127 ijin tambang. Di kabupaten baru,
Morowali, Sulawesi Tengah, bahkan sudah dikeluarkan 190
perijinan. Jumlah ini akan terus bertambah dan luas lahan untuk
dikeruk akan makin meluas. Tidak ada batasan kapan dan
berapa jumlah ijin yang patut dikeluarkan tiap daerah
(Jatam.org, 28/11/08). Yang pasti, ribuan ijin tersebut, selama
belum berakhir, tidak akan pernah bisa diotak-atik berdasarkan
UU Minerba yang baru itu.

2. UU BHP.

Terkait UU BHP, banyak kalangan menilai bahwa UU ini lebih
untuk melegalisasi ‘aksi lepas tanggung jawab’ Pemerintah
dalam penyelenggaraan pendidikan. Memang, anggapan ini
dibantah olenh Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno. la
menyatakan, UU BHP ini justru bisa memberikan perlindungan
kepada masyarakat untuk tidak lagi dipungut biaya pendidikan
yang tinggi. Selain itu, Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi Depdiknas, menambahkan, ”Di UU BHP ini justru
diatur, biaya yang ditanggung mahasiswa paling banyak
sepertiga biaya operasional,” ujar Fasli. Selain itu, menurutnya,
BHP wajib menjaring dan menerima siswa berpotensi
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akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi,
sekurangnya 20 persen peserta didik baru (Dikti.org, 18/12/08).

Namun, yang perlu dipertanyakan: Pertama, bukankah UU
BHP ini masih mewajibkan masyarakat untuk membayar
pendidikan? Padahal Pemerintah seharusnya memberikan
pendidikan cuma-cuma alias gratis kepada rakyatnya—Kkarena
memang itu hak mereka—dari tingkat dasar hingga perguruan
tinggi. Kedua, jatah 20 persen kursi untuk siswa/mahasiswa
miskin tentu tidak memadai dan tidak adil. Sebab, di negeri ini
rakyat miskin yang tidak bisa sekolah, apalagi sampai ke
perguruan tinggi, jumlahnya puluhan juta. Menurut data
Susenas 2004 saja, dari penduduk usia sekolah 7-24 tahun yang
berjumlah 76,0 juta orang, yang tertampung pada jenjang SD
sampai dengan PT tercatat baru mencapai 41,5 juta orang atau
sebesar 55 persen. Lalu menurut data Balitbang Depdiknas
2004, yang putus sekolah di tingkat SD/MI tercatat sebanyak
685.967 anak; yang putus sekolah di tingkat SMP/MTs
sebanyak 759.054 orang. Dengan terjadinya krisis ekonomi
yang parah saat ini, pasti anak-anak putus sekolah semakin
berlipat jumlahnya. Artinya, UU BHP ini tetap tidak menjamin
seluruh rakyat bisa menikmati pendidikan.

Tolak Liberalisasi, Terapkan Syariah!

Dari sekilas paparan di atas, jelas bahwa liberalisasi atas negeri
ini semakin hari semakin dalam dan semakin merambah semua
bidang kehidupan. Celakanya, semua itu dilegalkan oleh
Pemerintah dan DPR—yang diklaim sebagai pemangku
amanah rakyat—melalui sejumlah UU. Di bidang minyak dan
gas ada UU Migas. Di bidang pertambangan dan mineral ada
UU Minerba. Di bidang sumberdaya air ada UU SDA. Di
bidang usaha/bisnis ada UU Penanaman Modal. Di bidang
pendidikan ada UU Sisdiknas dan UU BHP. Di bidang politik
tentu saja ada UU Pemilu dan UU Otonomi Daerah. Di bidang
sosial ada UU KDRT dan UU Pornografi. Demikian seterusnya.
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Sementara itu, puluhan UU lain masih berupa rancangan. Yang
masuk dalam Prolegnas selama 2006-2009 saja ada sekitar 173
RUU yang siap diundangkan (Legalitas.org, di-download pada
23/12/08). Melihat ‘track-racord’ DPR yang jelas-jelas buruk
dalam melegislasi/mengesahkan sejumlah UU, sebagaimana
dicontohkan di atas, kita tentu semakin khawatir bahwa
sejumlah RUU yang sudah masuk dalam Prolegnas itu pun akan
tetap mengadopsi nilai-nilai  ‘liberal’.  Ujung-ujungnya,
rakyatlah yang rugi, dan yang untung hanya segelintir kalangan,
termasuk asing. Pasalnya, tidak dipungkiri, ‘aroma uang’—atau
paling tidak, ‘aroma kepentingan’ elit partai—hampir selalu
mewarnai setiap pembahasan RUU di DPR. Beberapa produk
UU seperti UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal,
misalnya, diduga kuat didanai oleh sejumlah lembaga asing
seperti World Bank, ADB dan USAID.

Dalam pandangan Islam, negara bertanggung jawab
menyediakan fasilitas pendidikan gratis bagi seluruh rakyat.
Untuk itu, negara tentu harus mempunyai cukup dana. Hal ini
bisa diwujudkan jika kekayaan alam seperti tambang minyak,
mineral, batubara, dll dikelola oleh negara secara amanah dan
profesional, yang hasilnya sepenuhnya digunakan untuk
memenuhi kepentingan rakyat.

Karena itu, sudah saatnya umat Islam yang menjadi mayoritas
di negeri ini menolak segala bentuk liberalisasi yang
dipaksakan atas negeri ini. Liberalisasi adalah buah dari
demokrasi. Demokrasi akarnya adalah sekularisme. Inti
sekularisme adalah penolakan terhadap segala bentuk campur-
tangan Allah SWT dalam mengatur urusan kehidupan manusia.
Woujudnya adalah penolakan terhadap penerapan syariah Islam
oleh negara dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Padahal
Allah SWT telah berfirman:

Apakah sistem hukum Jahiliah yang kalian kehendaki?
Siapakah yang lebih baik sistem hukumnya daripada Allah bagi
orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).
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Kenyataan yang ada membenarkan firman Allah SWT di atas.
Akibat hukum Allah SWT ditolak dan malah hukum manusia
yang diterapkan, negeri ini tidak pernah bisa mengatur dirinya
sendiri. UU dan peraturan dibuat bukan untuk kemaslahatan
umat dan kepentingan rakyat banyak, tetapi sekadar untuk
memuaskan hawa nafsu dan memuluskan jalan pihak asing
untuk menjajah negeri ini. Akibatnya, krisis multidimensi tetap
melilit bangsa ini. Mahabenar Allah Yang berfirman:

Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku (al-Quran),
baginya penghidupan yang sempit, dan di akhirat kelak ia akan
dibangkitkan dalam keadaan buta (QS Thaha [20]: 124).

Pertanyaannya: Mengapa kita masih terus saja menerapkan
sistem hukum produk manusia yang terbukti banyak
menimbulkan kemadaratan? Mengapa kita masih percaya pada
sistem demokrasi yang menjadi ‘pintu masuk’ liberalisasi yang
terbukti mengancam kepentingan rakyat? Mengapa kita masih
meyakini sekularisme sebagai dasar untuk mengatur negara dan
bangsa ini? Mengapa kita masih percaya kepada elit penguasa
dan wakil rakyat yang nyata-nyata hanya mementingkan diri
sendiri, kelompok/partainya, bahkan pihak asing atas nama
demokrasi?

Setiap Muslim tentu menyadari, bahwa hanya syariah Islamlah
yang pasti akan menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan
manusia, khususnya di negeri ini. Setiap Muslim juga tentu
meyakini, bahwa hanya hukum-hukum Allahlah yang layak
untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

Karena itu, sudah saatnya umat Islam tidak hanya setuju
terhadap penerapan syariah Islam, tetapi juga bersama-sama
bergerak dan berjuang untuk segera mewujudkannya. Ingatlah,
penerapan syariah Islam adalah wujud keimanan dan
ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ingat pula, keimanan dan
ketakwaan adalah sebab bagi turunnya keberkahan dari-Nya.
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Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, Kami pasti
akan membukakan bagi mereka pintu keberkahan dari langit
dan bumi (QS al-A’raf [7]: 96).[]

Komentar:

Penyidikan 13 Kasus Pembalakan Liar Dihentikan (Republika,
23/12/08).

Masihkah kita percaya pada keadilan hukum manusia?!

2. Unjuk rasa yang dilakukan oleh HTI terkait
Kontrak Karya PT Freeport

a. Hizbut Tahrir Indonesia Menolak Perpanjangan
Kontrak Freeport

Jumat, 23 Oktober 2015 — 16:19 WIB

Pengunjuk rasa dari Hizbut Tahrir Indonesia membentangkan
spanduk dalam aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
(PNJ-18)

JAKARTA (Pos Kota) — Hizbut Tahrir Indonesia menolak
rencana perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesa.
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penolakan disampaikan dengan berunjuk rasa di di depan Istana
Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat
(23/10/2015).

“Kita menolak rencana perpanjangan kontrak pemerintah
Indoenesia dengan PT Feeport. Negara harus mengolah sendiri
tambang itu, karena, dalam hukum Islam, tambang yang
melimpah adalah milik umum atau milik rakyat Indonesia,” ujar
Muhammad Ismail Yusanto, juru bicara Hizbut Tahrir
Indonesia.

Selain menolak rencana perpanjangan kontrak, pengunjuk rasa
juga menyampaikan hal ini adalah ujian bagi pemerintah.
Mereka berharap pemerintah mengutamakan pengelolaan alam
Indonesia oleh bangsa sendiri.

“Ini ujian. Pemerintah harus memiliki komitmen yang besar
dalam bidang ekonomi,” tambah Yusanto.

Unjuk rasa berlangsung damai. Aparat kepolisian bersiaga di
sekitar pendemo yang berorasi dan meneriakkan tuntutannya.
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b. Geruduk Istana, HTI Tolak Perpanjangan
Kontrak Freeport

Oleh redaksi aktual -

Oktober 23, 2015 15:29

Jakarta, Aktual.com — Sekitar seratusan massa dari Hizbut
Tahrir Indonesia berunjukrasa di depan Istana Negara Jalan
Medan Merdeka Barat, Jumat (23/10).

Dalam pernyataannya, Juru Bicara Hibut Tahrir Indonesia, M
Ismail Yusanto menegaskan mereka menolak keras
rencana pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport di
Papua yang akan habis tahun 2012 nanti.

“Barang tambang yang jumlah kandungannya sangat melimpah

seperti yang saat ini dikelola PT Freeport adalah milik umum
atau rakyat,” ujar dia, di Jakarta, Jumat (23/10).
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Saat ini, ujar dia, Indonesia hanya memiliki saham 9,36 persen
saja di Freeport. Karena itu, rakyat harus mengehentikan
‘perampokan’ Freeport.

HTI pun menyerukan seluruh rakyat indonesia mendukung

perjuangan untuk mewujudkan pengelolaah barang tambang
dan kekayaan alam lain secara benar.
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